BAB I

KONSEP UMUM TENTANG DAN WAKAF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Aralbwagfbentukmasdardari waqofa -
yagifu — wagfaryang artinya berdiri atau berhehtataal-wagf mempunyai
makna yang sama dengatrhabs bentuk masdardari habasa - yahbisu -
habsan yang artinya menah#&n.Maksud menahan di sini adalah yang
berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum3islam.

Sedangkan menurut peristilahayara’, dalam figh klasik ulama’
berbeda redaksi dalam memberikan rumusan. Dé&igimus SunnahSayyid
Sabig mendefinisikan wakaf adalah menahan harta demberikan
manfaatnya di jalan Allah.Berbeda halnya dengan Syaikh Zainuddin bin
Abdul Aziz al-Malibariy dalamFathul Mu’in yang menyebutkan bahwa
wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatk@damd keadaan
barangnya masih tetap dengan cara memutus kepamildsal, untuk
diserahkan buat keperluan yang mubah dan berdbamikian halnya dalam
Figh Lima Mazhab,Muhammad Jawad Mughniyah menyebutkan bahwa

wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaatiajakan dengan jalan

! Mahmud Junus,Kamus Arab-Indonesia,Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973, h. 505

% Ibid, h. 96

% Abdul Halim,Hukum Perwakafan di Indonesi@jputat: Ciputat Press, 2005, h.7

4 Sayyid Sabig,Figh Sunnah Jilid 4Terj. Fighus Sunnah, Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2006h. 423

® Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2Kudus: Menera Kudus, tth. 344
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menahan pemilikan asébhbisul asli) lalu menjadikan manfaatnya berlaku
untuk umun?

Selain definisi yang terdapat dalam figh klasik,N#igara Indonesia
juga terdapat rumusan wakaf sebagaimana terdapkm dderaturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang menyatakandgahw
“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau bdmd&um yang
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yangpdé¢anah milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepgmamtiperibadatan atau
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Isfam”.

Selain seperti yang terdapat dalam PP. No. 28 TaBii, persoalan
wakaf telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Isléfil). Definisi wakaf
tidak lagi dikhususkan pada tanah milik sebagainyamag terdapat dalam PP.
No. 28 Tahun 1977. KHI menyebutkan dalam buku éhtang Hukum
Perwakafan dinyatakan;

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelommng atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari benda milikngan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepantiiigadat atau
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Batasan yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 197 KHI
terdapat dua perbedaan, yaipertama,dalam PP. No. 28 Tahun 1977 hanya
dikhususkan pada tanah milik, sedangkan KHI umurfatrgia tidak
mengkhususkan terhadap benda tertentu asalkan tersdaut bersifat kekal,

tahan lama, dan melembagakannya untuk selama-lan&eylua, hanya

perbedaan redaksionalnya saja. Sedangkan menumd&ngfUndang R.I.

® Muhammad Jawad MughniyaRigh Lima MazhabTerj. Al-Figh ‘ala Madzahib
Al-Khomsah, Jakarta: Basrie Press, 1994, h. 383

" Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 TentRegwakafan Tanah Milik
pasal 1 ayat (1)

8 Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1)
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Nomor 41 Tahun 2004 definisi wakaf tidak hanya dapalembagakannya
untuk selama-lamanya, tetapi juga dapat melembaggkadalam jangka
waktu tertentu. UU. RI. No. 41 Tahun 2004 menyatabahwa;
“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkdan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untulanfiaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan rnkieg@annya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum ntesyamiah”®

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dajaran Islam
tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Quran. Nandemikian, terdapat
ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijaddebagai sumber hukum
wakaf. Ayat-ayat tersebut antara lain:

1. Q.S. Al-Bagarah [2]: 267

5N LA Lo S R 0l6lm KR L 1O
TE BXOA>00 A0 BWHMUARGEIL @7
Ches A=B0OE PR 3-8 NE TOIZT0C
2B we ealmiesiRgg 12174 3m (A #6008, 8600

22 4u = KV IOFT G S FIHE
A& O N@AQ M @a BXOCO00O0 =
€00 o0 ¢§)0>00 AP €OCRE
Xy]m [0/ PeRD NOBEFOY, Do kN
g 0,00 B 0> A0V D e

AFfer 3= OHOL BH-MACOMEERa -0
VOONORO0 =T B YEN

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan(di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dangsebalari
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. @darganlah
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan
daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau menigaab
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terptfi

® Undang-Undang R.l. Nomor 41 Tahun 2004 Tentangaialasal 1 ayat (1)

9 Departemen Agama RAl-Quran dan Terjemahnyalakarta: Penerbit J-ART , h.
46
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2. Q.S. Alilmran [3]: 92

O F N Wa e B0 wa O & IT e
. 00N & B3-0>00 ACD Sisg Bae)
BXA2>00ACD = o 4260 ORI, OAPEL
DRORNE A Lo e OQRNK e AT * 108
SHORNHEN
Artinya:“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kekap (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagiam yeart
kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka
Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

3. Q.S. Al-Hajj [22]: 77

&0 LA Lo S R LY 10JOlm KR SX 16)
BURD IO K BXURCOL -0
B O€COINE®Re €0
JAL7EX Q0 B O€CO€IERa €0
€078 M w@a I B -U2HAD im0 0
&> HAC REACHAD = JED>ZRHEAD 2w

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lahmka sujudlah kamu,

sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, agaruka
beruntung™?

Secara eksplisit dalam Al-Qur'an tidak ditemukamghn tegas dan
jelas mengenai wakaf. Al-Quran hanya menyebutkalard artian umum,
bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Paraauligh menjadikan

ayat-ayat umum tersebut sebagai dasar wakaf dalkm Iseperti ayat-ayat

yang berbicara tentang sedekah, infag dan amayajariPara ulama’

1 |bid, h. 63
2 |bid, h. 342
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menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup di datmkupan ayat
tersebut?

Meskipun Al-Qur'an hanya menyebutkan wakaf secanam, namun
dalam hadis menyebutkan wakaf secara umum dan &ht#adis tersebut
antara lain;

1. Hadis Nabi SAW:

O 5 Jamansd Wian 1518 s (ol 5 dms () (G A 5 ) (9 (o Wi
U aluy adde Al Lo dl) Jsu) OV 3 (@ 0o 4l o oDl (e ixa
iy ale ol 4y s Aaa e VI ADE e V) ke ale gdaii) Gl e 13)

Moalusol gy Al sen mlia A5 ) 4

Artinya: Telah mengabarkan pada kami dari Yahya Byub dan
QutaibahYa'ni bin Sa’id dan Ibn Hujrin dari Ismalin Ja’far
dari Al-Ala’ dari bapaknya dari Abu Hurairah, balsaaya
Rasulullah SAW, telah bersabda: apabila mati analam
putuslah amalnya, kecuali tiga (perkara): shadaa@ayah atau
iimu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendwoglea

2. Hadis Nabi SAW:

G e @l e e Ol e el O ol Upaal el g 0 g Wi
et o el aluss ale Al s ) 38 i Lyl e sl 16 jee
dia sxie (bl T Yla caal ) s L) Cnal 1) Jgue s -l
e g (a1l (L ot Leloal Cavn s o) JU Sy (3 yals Lad
s el 8 e Gaai U g Y s Vs el glaY 4
Loy o ole i Y il Joandl (il ) s s i) i A

1o alia ol 5 48 J saia g Wadea pataysl g jmalls Leia JSG )

13 Abdul Halim,Op Cit, h. 49

4 Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajal-Qusyairi An-NaisabutiShahih Muslim
Jilid 3, Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al-limiyah, 1992, 73

!5 |mam Abi Husain Muslim bin Al-Hajajpp Cit, h.1255
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Artinya: “Telah mengabarkan pada kami dari Yahya biahya Al-
Tamim dari Sulaim bin Ahdhar dari lbn Aun dari Nafari Ibn
Umar, ia berkata: Umar ra. mendapat sebidang tdnkhaibar
kemudian ia menghadap Nabi saw. untuk meminta pétun
tentang pemanfaatannya. Umar berkata: Wahai Résulgaya
mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pesaga
dapatkan harta lain yang lebih berharga darinyaa Apran
engkau tentang hal ini? Beliau bersabda: Jika ksnka, kamu
bisa mewakafkan asetnya dan bersedekah dengamyasil
Maka Umar bersedekah dengan hasilnya atas dasayasielak
boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. Umsersedekah
kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakatakyjihad
di jalan Allah, ibnu sabil serta tamu. Tidak dosaitorang yang
mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan ea@ y
baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa
menyimpannya.

B. Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utamangan pokok
dalam pembentukan suatu h&Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak
berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentugan atau tidaknya suatu
wakaf.

Khusus mengenai jumlah rukun wakaf terdapat pebegamdapat
antara madzab Hanafi dan jumhur fugaha. Menurunalanadzab Hanafi
rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yangideeijab (pernyataan
wakif). Sedangkan menurut jumhur ulama’ dari mad3ghfi’i, Maliki, dan
Hanbali berpendapat rukun wakaf itu ada empatuyadtanyawakif (orang
yang berwakaf)maukuf alaih(orang yang menerima wakafaukuf(benda

yang diwakafkan), dasighat'’ Berbeda pula dalam perundang-undangan di

18 5aid Agil Husain Al-Munawardukum Islam dan Pluralitas Sosidlakarta: Pena
Madani, 2004, h. 134
" Abdul Halim,Op Cit,h. 16
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Indonesia, yang menyatakan ada 6 (enam) unsur wgitdi wakif, nadzir,
harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan hartadhewvakaf, dan jangka
waktu tertentd?

1. Wakif (orang yang berwakaf)

Menurut sebagian besar ulama’, seorang wakif hareenuhi
syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah daat ddilaksanakan
apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukamdakan
tabarru’, yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkanalamb
material® Orang yang cakap melakukan tindakabarru’ ini artinya
sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalada&eraerpaksa atau
dipaksa, telah mencapai umur balig, dan wakif ddad@nar-benar
pemilik harta yang diwakafkail.Oleh karenanya orang yang gila, anak-
anak, orang yang dipaksa atau terpaksa, wakaftigk saff’

Pasal 215 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “wakifl@tdarang
atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafienda
miliknya”.?? Syarat-syaratnya sebagaimana dikemukakan dalam pas
217 adalah;

(1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau oramgroyang
telah dewasa dan sehat akalnya serta yang olehmhuidak
terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, ataaridgk sendiri

dapat mewakafkan benda miliknya dengan mempermmafikeaturan
perundang-undangan yang berlaku.

18 Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 2004 TentangaWgiasal 6

19 said Agil Husain Al-MunawarQp Cit,h.135

% Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesialakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Cet. Ke-3, 1998h.493

Hbid, h. 494

22 Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (2)
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(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindalkutan atas
namanya adalah pengurusnya yang sah menurut httkum.
2. Maukuf Alaih (orang yang menerima wakaf)

Rukun wakaf yang ke dua adalahuakuf alaih(orang yang
menerima wakaf)Maukuf alaihialah orang yang menerima barang yang
diwakafkan. Bagi Maukuf alaih disyaratkan harus hadir sewaktu
penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki haréag/ diwakafkan,
tidak durhaka terhadap Allah dan harus jelas tiddikeragui
kebenarannyé’:

Kehadiranmaukuf alaihsewaktu terjadinya ikrar wakaf adalah
karena dalam pandangan ulama-ulama figh, tidak vgakaf kepada
orang yang belum jelas orangnya atau kepada orang elum lahir
(masih dalam kandungan). Kemudiaaukuf alaihdisyaratkan pula ahli
untuk memiliki (menerima) harta, maksudnyaaukuf alaih bisa
mempertanggungjawabkan atau memelihara harta vitakdfin melihat
wakaf sebagai amanah dari Allah yang harus dijdggjaratkan pula
maukuf alaihbukanlah orang yang pendurhaka dan suka berbuatiahak
melawan hukum AllaR?

Dalam perundang-undangan di Indonesia, istiladwkuf alaih
lebih dikenal dengan istilahadzir. Nadzir ialah pihak yang menerima

harta benda wakaf dawakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai

2 Kompilasi Hukum Islam pasal 217 ayat (1) dan (2)
24 Abdul Halim,Op Cit, h. 18
% |bid, h 18-19
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dengan peruntukanny&.Adapun persyaratan sebageidzir dijelaskan
dalam Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 2004 Tenteakaf pada

pasal 9 dan 10;

Pasal 9
Nadzir meliputi:
a. Perseorangan
b. Organisasi; atau
c. Badan hukum
Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasauBahtianya
dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

Warga Negara Indonesia;

Beragama Islam;

Dewasa,

Amanah;

Mampu secara jasmani dan rohani; dan

Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

~eoooTw

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Hurtiénya
dapan menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhyapaian
nadzir perseoragan sebagaimana yang dimaksud pada(13;
dan

b. Organisasi yang bergerak dibidang social, pendijika
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 twranya

dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenulyapatan
nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud padélsydan

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengeatupan
perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidamgalso
pendidikan, kemasyrakatan, dan/keagamaan I§iam.

. Maukuf (benda yang diwakafkan)
Salah satu unsur terpenting dalam wakaf adalah aemahg

diwakafkan. Tanpa ada benda wakaf, maka wakaf tmledn pernah

% Undang-Undang R.l. Nomor 41 Tahun 2004 Tentangaf/gasal 1 ayat (4)
2" Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Walasal 9 dan 10
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terealisasi. Dalam mewakafkan harta, agar dianggdp maka harus

memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Benda yang diwakafkan itu harus memiliki nilai @y
Benda yang ada nilainya adalah benda yang dinglgdh orang dan
dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaarahmaupun
keadaan tertentu, seperti benda bergerak (uang, bilik dan benda
tidak bergerak (tanah). Benda yang tidak dimilililomanusia tidak
bisa dikatakan sebagai benda yang bernilai karemaleb tersebut
tidak dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan nommalipun
keadaan tertentu, seperti burung yang terbanggkama, ikan yang

berada di laut, dan lain sebagaifi¥a.

b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dani gastias-
batasnya.
Fugaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf hadeeus
diketahui secara pasti dan tidak mengandung sem@k8yarat ini
dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan psatahan
yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah hatéasebut
diwakafkan®® Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum dan kepastian hak bagigy

menerima untuk memanfaatkan benda wakaf tersebut.

% Muhammad Abid Abdullah Al-KabisiHukum Wakaf, Terj. Ahkam Al-Wagf fi
Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Jakarta: Dompet Duafa Répka dan IIMaN Press, 2004, h. 248
29 i
Ibid., h. 249
%0 said Agil Husain Al-MunawarQp Cit,h.137
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c. Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaskif wecara
sempurna (bebas dari segala beban)
Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fugahasbahkaf tidak
sah kecuali jika wakaf itu berasal dari harta pi&mitakaf sendiri.
Sebab, wakaf merupakan satu tindakan yang menyababk
terbebasnya suatu kepemilikan menjadi harta wakaflenurut
golongan Hanafiyyah, seseorang boleh mewakafkaa lbaang lain

dengan syarat pemilik harta yang bersangkutan miekginnya>

d. Benda yang diwakafkan harus kekal.

Pada umumnya para ulama’ berpendapat bahwa bendg ya
diwakafkan zatnya kekal yang memungkinkan dapatadfaatkan
secara terus menerus, seperti benda tidak berdeaakun demikian
Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamiah menyatakaahvia
wakaf itu boleh dibatasi waktunyaMenurut golongan Hanafiyyah,
benda bergerak juga dapat diwakafkan dalam bebéedpa
1) Keadaan harta bergerak mengikuti benda tidak bakger

a) Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat dia

ditempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon.
b) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membanttdiaben

tidak bergerak, misalnya alat untuk membajak.

31 Muhammad Abid Abdullah Al-KabisQp Cit, h. 251
%2 said Agil Husain Al-MunawaiQp Cit,h. 138
% |bid, h. 139
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2) Kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan ysesag
dibolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang ygngnakan
untuk perang.

3) Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetamisalnya

kitab-kitab darmushaf*

Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 41 TahQf42
dikemukakan bahwa harta benda wakaf adalah hardabgang
memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangksapg serta
mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diaf&an oleh
wakif.*® Lebih lanjut penjelasan mengenai harta benda waikeir
dalam pasal 15 dan 16 UU No. 41 Tahun 2004 yangyatakan
bahwa;

Pasal 15
Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabitailiki dan
dikuasai oleh wakif secara sah.

Pasal 16
(1) Harta benda wakaf terdiri dari:
a. Benda tidak bergerak; dan
b. Benda bergerak

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud padglgyat

huruf a meliputi:

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku baik yang sudapumau
yang belum terdaftar;

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri ditatesh
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**Ibid, h. 139-140
% Undang-Undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 Tentangaf/giasal 1 ayat (5)
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c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanabh;

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengantiein
syari’ah dn peraturan perundang-undangan yangKkoerla

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentyeiiah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayaitr(if)th
adalah harta benda yang tidak bisa habis karemasliknsi,
meliputi:

Uang;

Logam mulia;

Surat berharga;

Kendaraan;

Hak atas kekayaan intelektual,

Hak sewa; dan

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan dyatéaa

peraturan perundang-undangan yang bertaku.

@~ooooTp

Benda wakaf menurut para fugaha dan hukum posdidap
prinsipnya adalah sama, yaitu kemestian benda wakbermanfaat dan
bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dagsrplial belikan; tahan
lama, baik bendanya maupun manfaatnya; dan magtadapat diambil

oleh si penerima wakaf.

4. Sighat
Sighat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilatmrka
dengan jelas tentang benda yang akan diwakafkapadke siapa
diwakafkan dan untuk apa dimanfaatRamisalnya menggunakan kata

“aku wakafkan tanah milikku ini untuk orang miskselama-lamanya;

% Undang-Undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang \Waksal 15 dan 16

37 Juhaya S. PrajaPerwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukutan
perkembanganny&andung: Yayasan PIARA, 1997, h. 57

3 Adijani Al-Albij, Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam Teori dan Relk
Jakarta: Rajawali, 1989, h.31
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atau diwakafkan kepada Allah ta’ala atau untukauojkebaikan”, atau
menggunakan kalimat semakna lainnya.

Sighatdisyaratkan diucapkan dengan ucapan yang menumjukka
maksud akad dari orang yang mampu berbicara, kakepamilikan
dalam akad wakaf tergantung kepada proses per@ndgh untuk orang
yang menerima wakaf melalui ucapagabul. Wakaf merupakan
penghapusan hak milik dengan niat mendekatkan kaipada Allah,
maka tidak sah tanpa ada ucapan sedangkan dia mfampu

Para ulama’ mazhab membedakan antara wakaf gargyyan
(untuk orang tertentu) dengan wakaf yaglgairu mu’ayyan (untuk
kepentingan umum). Mazhab empat sepakat apabilafmgk ghairu
mu’ayyan, maka sighahya cukup dengamab dan tidak memerlukan
gabul. Sedangkan apabila wakafnyar'ayyan golongan Hanafiyyah dan
Hanabilah berpendapat sama seperti wgkairu mu’ayyanyaitu cukup
denganijab dan tidak memerlukan adangabul Sedangkan golongan
Malikiyyah, Syafiiyah, dan sebagian dari golongaHanbilah
berpendapat jikenaukuf alaimyamu’ayyanmaka harus dengajab dan
gabul°

Dalam perundang-undangan di Indonesia, wakaf titiakatakan
dengansighat yang berupdjab sebagaimana yang dikemukakan oleh
para ulama’, tetapi menggunakan sebuah pernyataaq lyerupa ikrar.

Sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukuiamls(KHI),

3% Abdul Aziz Muhammad Azzantiigh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Figh
Islam,Jakarta: Amzah, 2010, h. 407
0 said Agil Husain Al-MunawaiQp Cit,h. 146
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ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untewakafkan benda

miliknya.* Pengertian tersebut kemudian diperjelas lagi dalemang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mekga bahwa

ikrar adalah pernyataan kehendak wakif yang diuaapkecara lisan

dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkantahdrenda
miliknya.*?

Ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifklaratif
(sepihak), untuk itu tidak diperlukan adangabul (penerimaan) dari
orang yang menikmati manfaat wakaf terséBiemi tertib hukum dan
administrasi guna menghindari penyalahgunaan bea#af, pemerintah
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang atuengentang
perwakafan. Sebagaimana dalam KHI pasal 218 dikgatbahwa;

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendelsegara
jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan PejalmabuR¢ Akta
Ikrar Wakaf sebagaimana dalam pasal 215 ayat é)g Kemudian
menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengarksilsan oleh
sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentliaraksud

dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terighitulu mendapat
persetujuan Menteri Agania.

Untuk dapat melakukan ikrar wakaf, maka wakif harus

melengkapi syarat-syarat administratif sebagaimgaag termaktub

dalam KHI pasal 223 ayat (4);

1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (3)

2 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wé&lasal 1 ayat (3)
3 Ahmad Rofiq,0p Cit, h. 497

4 Kompilasi Hukum Islam Pasal 218 ayat (1) dan (2)
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Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat itk yang
mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabay tersebut
dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagaiuterik

a. Tanda bukti kepemilikan harta benda;

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak etgenaka
harus disertai surat keterangan dari Kepala Deang diperkuat
oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan abeiddk
bergerak dimaksud,;

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelgregkdari benda
tidak bergerak yang bersangkufan.

C. Macam-Macam Wakaf
Wakaf secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu fvaldi

(keluarga) dan wakahairi (umum).

1. Wakafahli (keluarga) adalah wakaf yang tujuannya membaniuakga
dari wakif*® Jadi dalam wakafhli terkandung makna pengembangan
aset wakaf yang pada suatu saat nanti manfaatsgadnasakan oleh
generasi yang akan datang, terutama kalangan tieigyang berhak atas
wakaf tersebut’ Sehingga wakadhli memiliki keuntungan, yakni dapat
menghindari penggunaan harta oleh ahli waris sedses dan
menghindarkan dari kemungkinan pemusnahan har@seepat atau
tidak terkendali yang berarti menghindarkan kelaaagar tidak jatuh
miskin. Dengan pemberian manfaat atau hasil dakafvtersebut, pihak

mustahik akan terpelihara dan harta tersebut tatap sehingga mampu

melahirkan produktifitas dan menjamin kesejahter&afuarga yang

“5 Kompilasi Hukum Islam pasal 223 ayat (4)

46 Jaih MubarokWakaf ProduktifBandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008, h. 14

*” Mundzir QahafManajemen Wakaf ProduktiT,erj. Al-Wagqf Al-Islami, Jakarta:
KHALIFA, 2004, h. 111
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merupakan tiang penyangga utama berdirinya suatsyarekat dan
negara yang bahagf.

Wakaf khairi (umum) adalah wakaf yang tujuannya memberi manfaat
bagi masyarakat umufi. Seperti masjid, mushala, madrasah, pondok
pesantren, perguruan tinggi, dan lain sebagainyakafV umum ini
sejalan dengan perintah agama yang secara tegaganp@hkan untuk
menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untu&rkieggan umum
yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jagahg tinggi®
Artinya, meskipun wakif telah meninggal dunia, i&kaa tetap
mendapatkan pahala dari wakaf tersebut sepanjartphgakaf tersebut

masih dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

8 Juhaya S. Praj@p Cit, h. 31
%9 Jaih MubarokLoc Cit.
0 Ahmad Rofiq,0p Cit, h. 492



